MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESJIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLEIK INDONESIA

Memmbang
T

Mongingat

NOMOR 25 TAHUN 20109
TENTANG

PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SERTORAL

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA IN5A

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONIESIA,

a.

b.

bahwa untuk efcktivitas dan efisiensi pelaksaaaa,
pengadaan barang/jasa pemerintan dan sebageicyavs
pericegahan kKorupsi di Kementerian Pertanzza, e
menerapkan  Katalog  Elektronik  Sektoral Liebug
Kementerian Pertanian,;

bahwa sesuai dengan Peraluran lLembaga Kebijnkan

Pengacdaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun

2018 tentang Katalog  Flektronik,  kemonterin

menyusun dan mengelola Ka l.e.fln;_.{ iClelkironii o ki,
I')h hwa  berdasarkan  pertunboangan  scihagniveon
dirnaksud  dalam  huruf A dan boealt b el
menetapkan  Peraturan. Menteri - Pertarnian tenianig

Pengelolaan  Katalog  Elektronik Scktorl  Lingkn

Kemenlerian Pertanian;

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 20073 tenitang
Keuangan  Negara  (Lembarar Negara Ropataiii

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambabhea Letnbiavai

CNegara Reprblik Tndouesia Nowor 1286);



N

4,

.-

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repulbtile
Indonesia Tahun 2004 Nomor o, Tambahan Lembarao,
Negara Republik Indonesia Nornor 4365); .
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (lentany
Administrasi Pemerintahan (Lembaran N cgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik 'lhdoﬁcsia Nomor 5601);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 lentatys
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negaia

| Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan /
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tala chljju»
Kementerian  Pertanian  (Berita Negara ' Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jusa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahu

2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTAMNCG
PENGELOLAAN  KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang/Jasa Standar atau Dapat Distandarkan adalal
barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang Llelah

ditetapkan sebagai acuan.



2.

4.

Q.

{9

Katalog Elektronik adilah sistem infornasi cloebitrons
yang memuat informasi berupa daitar, jenis, SPCsItRa)
teknis, Tingkat Komponen Dalam Nepgeri (PKIDN),
produk dalam negeri, produk  Standar  Nasionai
Indonesia (SNI), produk industri hijauw, nepura asal,
harga,  Penyedia, dan  informasi fainnya  terkait
buarang/jasa.

Katalog  Elektionike  Scktora) Pingkup  Konwntorian
Pertanian yang selanjutnya discbut Katalog Elektrork
Selctoral adalah Katalog Elektronik yang disusun deuan
dikelola oleh Kemenlterian Pertanian.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yany selanjulny:
disingkat UKPB3J adalah  unit  kerja cselon 1y
Scekretariat  Jenderal  Kementerian  Pertanian Vit
menyelenggarakan  fungsi  pelaksanaan Pergadag
Barang/Jusa.

Kelompok  Kerja Pemilihan  adalah swnber iy
manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPEJ ok
mengelola pemilihan Penyedia.

Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara
Kementerian  Pertanian  dengan  Penyedia  untulk
pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog ElekUonil
Lembaga ~ Kebijakan Pengadaan Barang/Jusa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adali
lembaga Pemerintah yang bertugaes mengenbanghian
dan merumuskan kebijukan Pengadaan Bacing/Jiasa
Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi 'kcwenangam olch 1IPA/
KPA untuk mengambil keputusan dan/atau inelakakian
tindakan yang dapat mengakibutkan  peogelusean
anggaran belanja negara/anggaran belanja dacreal,
Pejabat  Pengadaan adalah  pejabat admnustrasy/
pejabat fungsional/ personel yang bertupas
meluksanakan  E-purchasing  yung  bernilui pading

banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupialy).



10.

(1)

Penyedia Barang/Jasa  Pemnerintah pada

Elektronik yang sclanjutnya disebut |

Katolog

cnyedia adalah

Peluku  Usaha yang  menyediakan barang/jnsn

berdasarkan Kontrak Kotalo .

[*usal 2

Tugas dan kewenangan Menteli Pertaniog sehapai

Pengelola Katalog  Elektronik  Scktoral lingkup

Kementerian Pertanian yang, meliputi;

el.

b.

C.

melakukan evaluasi/ kajiuan terhadap:
L. barang/jasa untuk:

a)  memperluas peran  scria  usabie kel
dengan  mencantumka, bewvang / jusa
produksi usaha kecil;

b) memperbunyak  pencantuman produds
dalam negeri;

¢)  mendukung pelaksanasn Penclitian dan

pemanfaatan harang/jusa hasd
penelitian;

d)  meningkatkan keikutseriaan ichus
krealif; dan

¢)  mendorong Pengadaan Berkelbanjutan:

2. barang/jasa yang diusulkan Satu: Kerja;

3. kebultuhan barang/jasa yarg bolinn
diusulkan oleh Satuan Kerja; dan

4. barang/jasa  yang perlu ditinglicatian
persaingan usaha dalam katalog clefktronilk
sektoral;

menetapkan pemenang untuk Katalog Elektronik

Sektoral pada pruses permiliher yaig
menggunakan metode lender dengan

negosiasi/tanpa  negosiasi dengan  nilui oo
barang/jasa paling sedikit Rp. 100.000.001.000,00
(scratus miliar rupiah);

melakukan  perikatan  Kontrak Kalalog  untuk
Katalog Elektronile Sektoral dengan Penycedia;
melakukan  monitoring  dan  evalussi terhewtap

pelaksanaan Kontrak Katalog Sektorul; dun



¢. memberibon dun/atau oencabat sanks |

wepiade
Penyedia dalan K atidlog Elckuronil Sekioral,

() Tugas dan kewenangan sebagaiimana Jimaksud poda

ayat (1) huruf a, hwal ¢, hurof d, dane hunar ¢
didelegasikan kepada Sl elaris Jenderal Kemenieriaa
Pertanian.

Pasal 3

Tugas dan kewenangan kepala UKPILY dalain sistons |

N ]
RIS
5

Elektronik Sektoral Kementrian Pertaniun dilaksu nakan oleh

Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sckretarial Jerde et

Kementerian Pertanian.,

BAB 11
PENCANTUMAN BA RANG/JASA

Pasal 4
Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral me i
a.  barang/jasa dibutuhkan oleh Kemernterian Lertanian,
b, Barang/Jass Standar alau Dapat Distandarkoy; dun

¢.  kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

Pasal %
Pencantuman  barang/jasa  untuk Katalog Itlektronik
sektoral dapat diproses berdasarkan hasil:
a. evaluast Sekretaris Jenderal alas uswan dari diccl ur
jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanion;
dan /atau

bo o kajian yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal,

Pasal 6
(1) Usulan  dari  direklur ju'n,clt:ra.l/kcpuld basdan
sebagaitnana  dimaksud  dalam Pasal 5 hurul o
ditujukan  kepada  Sekretaris  Jenderal denpan
dilengkapi:
A jenis barang/jasa;
b, perkiraan waktu penggunaan;
¢.  referensi harga atau HPS;
d.informasi produksi (dalain negeri dan/atau jua
negeri); dun

¢ persyaralan Penyedia.



(5)

(1)

(3)

(1)

Sckrelaris  Jenderas memenintabkan kepala UG

uritulke melakukan cvalnsi terbadap kelayaka vsolan
barang/jasa scsuai dengan kriteria ba varig / Jasa Widatog:
Elektronik sebagaimunn dimaksud dalam Pasal 4
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padic ayal {19
disampaikan kepada Sekrelaris Jenderal.

Dalam hal hasil evaluasi sebagimana dimaksud pircla
ayat (3) menyatakan 'I,mrcing/jusa mermenubd kiterie,
Sekretaris Jenderal  memerintahkan Kepaia UKL
untuk menctapkan Kelompok K.c'r_iu Femtlihain.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Jaeriden
ayal (3) menyatakan barang/jasa  tdak menwaolbi
kriteria,  Sekretaris  Jenderal mengivimbean sy ul

pemberitahuan kepada pihak pengusul,

Pasal 7

Untuk pencantuman barang/jasu berdasarkan Kagiain
schagaimana  dimaksud  dalam  Pasal % havud b,
Sekretaris Jenderal  memerintahlan kepala  Ukk)13d
melakukan kajlan  atas pementhan Krileri
barang/jusa sebagaimana dimaksud dalan Pasul +.
Hasil kajian sebagaimana  dimaksud paca ayar (1)
disampaikan  kepada  Sckretaris  Jenderal dengun
dilengkapi:
a.  jenis barang/jasa;
b, perkiraan waktu penggunaan;
¢, relerensi harga atau FIPS;
d. informasi produksi (dalain negert dan/ataa ooy

negeri); dan
¢, persyaratan Penyedia. )
Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dinealksud padi
ayalt (2), Sekrctaris Jenderal memerintslikan Kepala

UKPRJ untuk menetapkun Kelompolk Kerja Pemitiban.

BAB 11
PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 8
Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok K ju
Pemilihan.



(€)  Anggota  Kelompolk Kerju Pemilihan sebagiin .o

dimaksud pada ayat (1) Lerjuralah gusal, Pading ek
berpinlah 3 (tiea) orang dan dapat ditanibeats sesia
dengan kompleksitas pekerjaan.
(3)  Dalam melakukan pemilihan Penyedia, Kelompok Ky
Pomilihan  schagaimana dimaksud pada  ayal (1)
dibantu oleh ‘I'im Teknis yang ditetapk
UKPIRY.

an oleh kepada,

Pasal 9 '
Pemiliban Penyedia sebagaimana divaaksud dalann Pasal ¢

dilakukuarn sesuai dengan ketentuan peraturan perunding-

undangan.

BAB 1V
PENANDATANGANAN

Pasal 10

(1) Kepala UKPRJ inelakukan reviu atas proscedu das
kelayakan pemilihan scl‘)a{.;.enin‘mna dimeadesud  dalaa
Pasal 8.

(2)  Dalani hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pracla ayal
(1) menyatakan bahwa  pemilihan telah  menscu b
prosedur cdan layak, Sekretaris Joendeiad
memerintahkan  kepala UKPB.J' untuk menyiaplkin
rancangan Kontrak Katalog.

(%) Dalaun bal hasil reviu sebagaimana dinsalesud pada ayal
(1) menyatakan  proses pemibihan lidak ncmenobi
proscdur, Kepula UKPBJ  memerintahkan  kepada
Kelompok Kerja Pemilihan untuk melakukan pemilihan
ulang, cvaluasi ulang, pemasukun penawaran wang,

atau pembatalan pemilihan.

Pasal 11
Sckretarvis Jenderal menandatangani rancangan Kot
Katulog sebagaimana dimaksud dalam VPasal 10 ayal (2} yang,
telah dibubuhkan paral persetujuan kepala UKPBY can

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal,



(1)

(1)

(2)

(

’

3)

Pasal 12

Berdasarkan Kontrak Keatulog yang Letaby

ditandatangani oleh Sukretaris Jenderal dan Penyedia,

kepala  UKPRG menayvangkan  duftar Dt attig /i

beserta  spesililcas ks, harga,  dan Jrariiad,

ketersedinan barang/jusa  pada Ké.s,t;.u,k)g Elckironl

Lingkup  Kementerian — Pectanlan melahur farnan

https:/ / e-katalog. Uopp, yo.icl.

Penayangan sebagaimana  dimaksud pada wyat (1)

dilakukan melalui:

a. pemasukan daltar, merek, jenis, spesilikasi Lekons,
harga dan jumlah keterscdiaon tertentu secir
manual ke dalam aplikasi Katalog Klektronil:

b.  penarikan/agregasi daftar, merek, Jenis,
spesifikasi teknis, harga dan Jumlah ketersediaan

tertentu ke dalam aplikasi Katalog Blelonik ; ala

e

pelekatan aplikasi Penyedia ke dalam apbkie

Katulog Elektronik.

BAB V
MONITORING DAN EVALUAS

Pasal 13

Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dar evaluies;

pelaksanaan pengelolaan Katalog Elcktronik Sektoral.

Monitoring dan evaluasi sebagainiuna dimaksud padas

ayal (1) dilaksanakan oleh kepala UK.

Monitoring dan cvaluasi s(tl.)zlgali}'l‘lalrla dimaksud pada

ayat (1) meliputi  pengawasan, pengendalian,  dan

evaluasi terhadap: |

a.  kinerja Penyedia;

b, pelaksanaan proses pemiliban Penyedia dalan
rangka Katalog Elektronik;

¢c.  pelaksanaan Kontrak Katalug;

d.  kewajaran harga yang tercantwn di dalan Katlalog
Elektronik, termasuk pemeriksaan terhada P haaga
jual barang/jusa di dalam Katalog Elcktionik
dengan harga jual barang/jasa yang ditiowartian
oleh Penyedia kepada permbeli nouperuerintats: e

¢ pelaksanaan transaksi E-Purchasing.



(1)

(2)

(1)

BAR V)
PERUBAHAN KONTRAK KATALOG

Pasal 14

Usulan perubaban Konrak Katadog diajukan oleh para
pihak yang menandatangani Kotitruk Kaltalog.
Pihak lain dapat mengusulkon perubahan Kotk
Katalog melalui para pihak yang menandatanpaig
Kontruk Katalog,. |
Perubahan Kontrak Katalog dilukukan sesuai dengan
kesepakatan para pihak yang menandala Dl Kontral
Katalog meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a. masa berlaku Kontralk Katalog;
b, perubahan harga;
C. penggantian barang/jasa (,liség-c‘mti/z.ued; dan/atan
d. perubahuan yang  bersifal  wliministrasi, JCTHPRINES

pindah  alainat  kantor, pergantian [SISSITIVINRIR

pergantian korespondensi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIR

Pasal 15

Peserta pemiliban dikenakan sanksi berapa digagui ko

calam permilihan dan Sanksi Dattar Hitarm scla

(dlua) tahun dalam proscs katalog elektronik jilka:

a.  menyampaikan  dokumen  atauw keterangan
palsu/tidak benar untuk x‘n.mtu')c.:ljn,.tl‘li persyaratan
yang ditentukan dalam dokuwimen pemilihan;

b, terindikasi melakukan  persekongkolan (.‘lc.'.ng.’;e-e'n
peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
dan/atau

C. terindikasi melakukan Korupsi, RKolust, dar/ata

Nepotisme dalam pemilihan Penyedia:



(2)  Peserta pemiliban  dikenakan sanksi bervupa Daltar

Hitam sclama ) (satu) whun jika:

a. mengundurkan diri dengan  alasan yang  ldak
dapat diterima Kelompok Kerja Pernlibiain / Agen
Pengadaan; dean fatan

b, mengundurkan dici atau tdak mendandalangang

Kontrak Katalog.

Pasul 16
(1) Penyedia dikenakan sanksi penurunan pencan i
dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahu Jika el
memenuhi kewajiban sebagaimana ditctaplan dalion
kontrak katalog.
(2)  Penyedia dikenakan sanksi penghentian senientara
selama 6 (enam) bulan jika tidak meraenuhi Lewajibarn

sebagaimana diletapkan dalain surat pesanan.

Pasal 17
Pcng(—:némn sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
dan Pasal 16 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atag
usulan kepala UKPBJ.

BAB VUI
KISTENTUAN PENUTUP

Pusal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berluku, Kepuiuson
Menteri  Pertanian Nomor 26"//1{1-"'1‘5/'1'1.l‘._)L)/.M/‘Q/';f()H)
tentang  Pendelegasian Kewenangan  Menteri Perlaila
dalam Pcngelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup
Kemenlerian  Pertanian, dicabut dan  dinyatakan tidal

berlaku.

Pasal 19
Peraluran  Menteri  ini  mulai  berlaku pada tangpal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN
RINPUBLIK INDONESIA,

SULAIMAN ™"

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2019

DIREKTUR JENDIERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

P

e
N
(:

G ,
/,¢/ - ”( (; -,.. .
S WIDODO IKARIA
!/ )y, :

BIERITA NE(JAR:-‘. REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 629



